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NOMOR “7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

a.bahwa untuk menindaklanjuti penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-
2026 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru, maka perlu ditindaklanjuti

dengan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah,;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)

dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Permbangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, maka
perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bone 2024-2026;



¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentangPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

11.

12,

Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan  Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312]);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
288);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi




Menetapkan

13.

14.

15,

16.

17.

18.

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menegah Daerah Kabupaten Bone Tahun
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bone Tahun 2022-2041 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 1);
Peraturan Bupati Nomor Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
Peraturan Bupati Bone Nomor 43 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bone (Berita
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 -

2026




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

e

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Bone.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementrian
negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan masyarakat.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua daerah.

Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh daerah sesui dengan potensi yang dimiliki daerah.
Kepala Daerah adalah Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi,
bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota
untuk kota.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Badan perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya disebut
Bappeda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pililhan dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia.




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan Kkerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing
daerah sesuai dengan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan
dan pengalokasian sumber daya yang ada dalaam jangka waktu tertentu.
Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah suatu proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan
keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien,
dan efektif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah.

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-
2026

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra perangkat daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Rencana Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.




22

23.

24,

25.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas
pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja
untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi
isu strategis daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai penjabaran strategi.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk
upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber
daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan
tugas dan fungsi.

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan

dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

BAB II
UMUM
Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat

(2)

Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang

disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah
menjabarkan RPD tahun 2024-2026 kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat Daerah untuk

periode waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
adalah:




a. memberi arah dan pedoman bagi Perangkat daerah dalam menetapkan
tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan berdasarkan target kinerja sasaran pembangunan dalam RPD
Tahun 2024-2026;

b. menjadi pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk menjamin
kesesuaian antara program, kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan,
kelompok sasaran serta prakiraan maju dalam periode waktu 1 (satu)

tahun.

BAB IV
SISTEMATIKA PENULISAN
Pasal 5
(1)  Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-
2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BABI : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BABIIl : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
BABV : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII: PENUTUP

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6
Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
merupakan salah satu bagian dari proses pengendalian dan evaluasi terhadap

pelaksanaan RPD.

Pasal 7
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mencakup tujuan, sasaran,
indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, yang dilakukan

melalui pemantauan dan supervisi.




(2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja
Perangkat Daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra

Perangkat Daerah, telah dilaksanakan melalui Renja Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada
Pasal 7 ayat (3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD.

(2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan,
Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi
langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala
Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/penyempurnaan sebagiamana dimaksud pada ayat (2) kepada

Bupati/Pj. Bupati melalui Kepala Bappeda.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Dalam hal pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah terdapat kebijakan
Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang berimplikasi terhadap
dokumen Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan dilakukan perbaikan dan
penyesuaian pada dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditétapkan di Watampone,
Pada tanggal 12 Mei 2023
BUPATI BONE
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan
rahmatNya, Dinas Komunikasi Informatika, dan Persandian
Kabupaten Bone dapat menyusunDokumen Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Bone Tahun 2024-2026. Renstra ini merupakan Renstra
peralihan bagi daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah
dikarenakan masa jabatan berarkhir pada Tahun 2023 sesuai
dengan Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan
Dokrenda Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepal
Berakhir pada Tahun 2023 dan Dae t

Tahun 2024-2026
8

oangunan Daerah
., program kegiatan

gka menunjang capaian program yang
um di dalam RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.

Sebagai dokumen perencana-e.m perangkat daerah jangka menengah, Renstra perangkat Daerah
akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pada Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kabupaten Bone dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan
tujuan "Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektornik Yang Akuntabel”.

Watampone, 28 April 2023

Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kabupaten Bone,

Pemerintah Kabupaten

0Bone

H. BARHAM, S.T., M.M.

Pangkat : Pembina
NIP :197407132009011003
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis jangka menengah 5 (lima) tahun yang
dibuat oleh Perangkat Daerah dalam rangkat mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Renstra
Perangkat Daerah menjabarakan prioritas, sasaran, strategi, dan program yang akan dilaksanakan
dalam kurun waktu 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik.
Renstra Perangkat Daerah juga menjadi dasar untuk dalam menyusun Rencana Kerja tahunan dan
anggaran Perangkat Daerah. Namun karena adanya kekosongan masa jabatan Kepala Daerah pada
Tahun 2024, maka Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah wajib menyusun RPD dan Renstra
peralihan dengan masa 3 (tiga) tahun yaitu 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah sangat penting karena berfungsi sebagai panduan atau roadmap
bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan. Beberapa alasan mengapa Renstra Perangkat Daerah penting antara lain:

1.Mengarahkan fokus dan prioritas yakni Renstra Perangkat Daerah membantu Perangkat Daerah
untuk fokus pada tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan, sehingga memungkinkan
penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan efisien.

2.Menyediakan arah strategis dan memberikan kerangka kerja untuk menyusun rencana Kkerja
tahunan dan anggaran Perangkat Daerah.

3.Menjamin akuntabilitas dimana Renstra Perangkat Daerah memungkinkan Perangkat Daerah
untuk memantau pencapaian kinerja dan tujuan organisasi secara akuntabel dan membuat
perubahan jika dibutuhkan.

4.Strategi dan program kerja harus dirancang untuk mencapai sasaran strategis, termasuk rencana
aksi dan anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi dan program kerja.

5.Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan sasaran dan strategi yang terkait
dengan pelayanan publik yang lebih baik.

Agar Renstra dapat berfungsi dengan baik bagi Perangkat Daerah, ada beberapa substansi
dan muatan yang harus dipenuhi dalam penyusunannya antara lain:

1.Visi, misi, dan nilai-nilai Perangkat Daerah menjadi dasar dari Renstra Perangkat Daerah yang
akan menentukan arah strategis dan tujuan jangka menengah Perangkat Daerah.

2.Analisis situasi dan tantangan digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang,
dan ancaman di lingkungan internal dan eksternal Perangkat Daerah.

3.Prioritas dan sasaran strategis yang spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan batasan waktu
harus ditetapkan untuk memastikan bahwa Renstra Perangkat Daerah fokus pada tujuan dan
tantangan yang paling penting.

4.Membantu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara unit dan bagian di Perangkat Daerah,
serta antar Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan lainnya.

5.Penilaian kinerja dan pemantauan, Renstra Perangkat Daerah juga harus mencakup indikator
kinerja dan target yang spesifik untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai
sasaran dan tujuan Perangkat daerah.

6.Pelaksanaan dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah harus dilakukan secara teratur untuk
memastikan bahwa tujuan dan sasaran perangkat daerah tercapai dan jika ada perubahan atau
koreksi yang perlu dilakukan.

7.Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi salah satu muatan
Renstra Perangkat Daerah untuk memastikan perangkat daerah memiliki sumber daya manusia
yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.



Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah pendekatan
partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan eksternal.
Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Dimana
tahapan penyusunan dimulai dengan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi dan
tantangan Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan identifikasi visi, misi, dan nilai-nilai Perangkat
Daerah. Selanjutnya, melakukan analisis situasi dan tantangan untuk merumuskan sasaran strategis,
strategi, program Kkerja, serta penialaian kinerja dan pemantauan. Semua hal ini membutuhkan
dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sangat
dipengaruhi oleh kondisi terkini dan terupdate. Dimana saat ini Pemerintah Pusat menginstruksikan
kepada seluruh Daerah untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik secara
menyuluruh dan terstruktur.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi
proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Penyajian
informasimelalui teknologi informasi tidak bisa lepas dari penyajian data dan informasi yang akurat
dan akuntabel. Selain itu, untuk menghindari adanya gangguan pihak luar yang tidak
bertanggungjawab perlu diiringi dengan peningkatan kualitas keamanan informasinya. Pesatnya
informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke
pelosok perdesaan.

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang saat ini dapat dirasakan yaitu mudahnya
aktivitas dalam melihat berita dan mencari berbagai informasi. Di samping hal tersebut
perkembangan teknologi informasi juga memacu pelaksanaan transformasi digital ke dalam segala
aktivitas perkantoran. Selain hal tersebut, ada hal lain yang perlu menjadi perhatian di era kemajuan
teknologi informasi yang semakin pesat seperti sekarang ini, yaitu data dan informasi serta
keamanannya.

Kondisi tersebut menjadi tugas negara yaitu pemerintah untuk memfasilitasi, terlebih dalam
mengantisipasi tren perkembangan media massa dan sosial berbasis teknologi digital di kalangan
masyarakat yang kian dinamis, sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni dengan
melakukan pemerataan infrastruktur teknologi, pendayagunaan media informasi, pemberdayaan
lembaga komunikasi masyarakat, fasilitasi teknologi informasi yang memadai, data dan informasi
akurat akuntabel serta pengamanan informasi.

Adanya faktor tingginya harapan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik merupakan
respon positif untuk meningkatkan pelayanan informasi sebagai bagian dari pelayanan publik. Peran
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai jendela informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih perlu dioptimalkan. Untuk itu peningkatan peran dan
fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone khususnya terhadap
kebutuhan sarana dan SDM sangat diperlukan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap
pelayanan informasi publik yang semakin cepat dan semakin transparan. Sejalan dengan itu terus
dikembangkan pola informasi publik yang makin efektif sebagai bahan koreksi peningkatan
pelayanan informasi dimasa yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan, bahwa dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD)untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
tahun.



Terkait dengan amanat dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas serta Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokrenda bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah
Daerah Kabupaten Bone telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026,
selanjutnya Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai Perangkat
Daerah (PD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone menjabarkan urusan yang sesuai dengan Tugas
Pokok dan Fungsinya ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 3 tahun.

Dokumen perencanaan tersebut disusun berdasarkan kondisi Perangkat Daerah yang diatur
dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Bone, yang
memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika,
persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengampu urusan komunikasi
informatika, statistik, dan persandian diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam
rangka memberikan pelayanan urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian sehingga
dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di era
keterbukaan informasi. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
diharapkan dapat mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten melalui
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perencanaan Strategis ini merupakan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selama kurun
waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026) dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2024-2026 meliputi:

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10.Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan diperbaharui
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokrenda Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

13.Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen
Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

14.Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2024-2026
disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPD Kabupaten Bone 2024-2026, khususnya yang
terkait dengan urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian. Selain itu, maksud
penyusunan Renstra Diskominfo antara lain:

1.Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah
sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah.

2.Sebagai pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap
pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Bone yang memuat pokok-pokok kebijakan dan pokok-pokok
programdan kegiatan pembangunan di sektor komunikasi informatika, statistik dan
persandian.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis adalah agar perencanaan strategis secara makro
atas penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sektor komunikasi informatika, statistik
dan persandian Kabupaten Bone dapat lebih terpadu, terkoordinir dan berkesinambungan
sebagai alat untuk mencapai apa yang telah terjabarkan dalam tujuan dan sasaran Pembangunan
Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2024-2026 dan juga dijadikan sebagai dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah
dalam jangka waktu 3 tahun ke depan.



1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Bone sesuai ketentuan terdiri dari 7 (tujuh) bab yang masing-masing bab memiliki uraian
dan penjelasan masing-masing.

Bab I Pendahuluan berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta
Sistematika Penulisan.

Bab Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab Il Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah berisi tentang Identifikasi
Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Tujuan, Sasaran,
dan Program terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Provinsi terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan RTRW dan KLHS serta
Penentuan Isu-Isu Strategis pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

Bab IV Tujuan dan Sasaran berisi tentang rumusan tujuan dan sasaran untuk menjawab tujuan
dan sasaran RPD serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output
Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan berisi tentang strategi dan arah kebijakan pencapaian
tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2024-2026.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan berisi tentang Rencana
Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Target serta Pagu Indikatif Pendanaan Tahun
2024-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan berisi tentang kinerja bidang urusan
Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian yang akan dicapai pada tahu2024-2026 sebagai
komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Selain itu juga merumuskan tentang Indikator
Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator SDG's Tahun 2024-2026.

Bab VIII Penutup dan Lampiran.
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BABII
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3).

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Bone yang
mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dengan
uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Tugas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Peraturan Bupati Bone
Nomor 31 Tahun 2023 adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi
informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Bone memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1.perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika,
persandian, dan statistik;

2.pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, persandian, dan
statistik;

3.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika,
persandian, dan statistik;

4.pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika,
persandian, dan statistik; dan

5.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
merupakan satu kesatuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi
Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Sub Bagian Keuangan;



3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
4. Bidang Komunikasi Publik;
5. Bidang Teknologi Informatika;
6. Bidang Persandian;
7. Bidang Statistik;
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
Gambar 1
Strukstur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
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Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bone Tahun 2023
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Bone sangat ditentukan oleh sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana
yang ada. Jumlah aparatur yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten
Bone per 28 April 2023 sebanyak 31 orang.

Kondisi pegawai menurut golongan ruang/kepangkatan terdiri dari 5 Orang golongan IV
(1 Orang Pembina Tk. I, IV/b dan 4 Orang Pembina, IV/a), 19 Orang golongan III (10 Orang Penata Tk.
I, IlI/d, 6 orang Penata, IlI/c, dan 3 Orang Panata Muda, III/a), dan 7 Orang golongan II (2 Orang
Pengatur Tk. I, II/d dan 5 Orang Pengatur, 1I/c) dapat dilihat secara detail pada tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

o _ Kepangkatan -ngan Ruang -Iah (Orang)
1 [Pembina Utama Madya Iv/d -
2 [Pembina Utama Muda IV/c -
3 |Pembina Tk.!I IV/b 1
4 |Pembina IV/a 4
5 [PenataTk.I 1n/d 10
6 [Penata l/c 6
7 |Penata Muda Tk. | /b -
8 |Penata Muda ll/a 3
9 |PengaturTk.|I li/d 2
10 |Pengatur Il/c 5
1 | Pengatur Muda Tk. | /b -
12 |Pengatur Muda Il/a -

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Februari 2023

Kondisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan unit kerjanya terdiri dari 10 orang
Pasca Sarjana (S2), 12 orang Sarjana (S1), 4 orang Diploma III (DIII), dan 5 orang Sekolah Menengah
Atas (SMA) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Unit Kerja

-Jnit Kerja Es Ez I
- 4

1 [Sekretariat

Bidang Hubungan Masyarakat
dan Informasi Publik

3 [ Bidang Komunikasi Publik - 2 - - 1 - - - - 3
4 | Bidang Teknologi Informatika - 2 3 - - - - - - 5
5 | Bidang Statistik - - 4 - - - 1 - - 5
6 | Bidang Persandian = 1 2 = 1 5 4 = = 8

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Februari 2023

Kondisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 19 orang laki-laki dan 12 orang
perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

1 |Laki-Laki 19 61,29

2 |Perempuan 12 38,71

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Februari 2023



Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang
pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan saranadan prasarana pada Dinas Komunikasi

Informatika dan Persandian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

No Klasifikasi Nilai Aset (Rp) Penyusutan (Rp) Nilai Buku (Rp)
1. | Bangunan Gedung 387.600.000,00 248.710.000,00 138.890.000,00
2 | Peralatan dan Mesin 3.177.548.435,00 1.947.526.674,00 1.230.021.761,00
2.1. Alat-alat berat 2.000.000,00 880.952,00 1.119.048,00
2.2. Alat-alat angkutan 756.771.000,00 590.494.418,00 166.276.582,00
2.3. Alat bengkel dan alat ukur 8.200.000,00 3.690.000,00 4.510.000,00
2.4, Alat-alat kantor dan rumah tangga 1.116.538.335,00 672.779.032,00 443.759.303,00
2.5. Alat studio, komunikasi, dan pemancar 93.545.000,00 71.169.500,00 22.375.500,00
2.6. Alat Laboratorium 1.200.000,00 175.000,00 1.025.000,00
2.7. Komputer 1.199.294.100,00 608.337.772,00 590.956.328,00
3 |Jalan Irigasi dan Jaringan 358.165.000,00 78.334.358,00 279.830.642,00
3.1. Jaringan 358.165.000,00 78.334.358,00 279.830.642,00
Jumlah 3.923.313.435,00 2.274.571.032,00 1.648.742.403,00

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, BKAD Desember 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C. 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Rasio Capaian

Target Renstra Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- pada Tahun
N Indikator Kinerja sesuai | Target | Target Fe-
o} Tugas dan Fungsi NSPK IKK
1 2018) 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5
(2019)[(2020)[(2021)|(2022) [(2018)| (2019) [(2020)|(2021)| (2022) | (2021) |(2022)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (o) | (1) (12) | (3) | (14) (15) (16)
prediet & Evalliasl S SaRIBI Sy : o6 el apeyiliBe | BBl cci ppE i ER Rl AR 12096 1209
oleh APIP
Persentase Media/Saluran
2. |Informasi  Publik yang - - 100 100 | 100 [ 100 | 100 | 100 100 100 - - - -
Efektif
Perentase Pemenuhan
& Dats daniliforhasiPubiik = & 100 100 100 100 100 100 100 100 & @ o e
Jumlah Konten Informasi
di Bidang Pemerintahan,
4. [Pembangunan dan = = 100 100 100 100 100 100 100 100 = z > =
Kemasyarakatan yang
dipublikasikan
Persentase Layanan Publik
5. |yang Dapat diakses secara - = 58 75 91 100 ( 100 58 75 100 - = - =
online
T Dl inait iy : 46 | 6 | 77 | 92 | 100 | 46 | 61 | 100 | - ; . :
yang Terintegrasi




Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi

Target
NSPK

Target
IKK

Target Renstra Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian
pada Tahun

ke-

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

(2021)

(2022)

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

A
(2021)

5
(2022)

A

5

(2021) [ (2022)

(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

()

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

Persentase Dokumen
Statistik Daerah yang Dirilis
Tepat Waktu

80

90

100

100

100

80

90

100

Persentase Perangkat
Daerah yang
Memanfaatkan Sandi
Pengamanan Data
Komunikasi

100

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Layanan Publik
Dinas Komunikasi
Informatika dan
Persandian

85

100

100

100

117.65% | 100%

10.

Persentase Organisasi
Perangkat Daerah (OPD)
yang Terhubung dengan

Akses Internet yang
Disediakan oleh Dinas
Kominfo

70

75

72,73

84,62

103,90 | 112,83

%

%

Persentase Organisasi
Perangkat Daerah yang
Menggunakan Data

" |Statistik dalam Menyusun

Perencanaan
Pembangunan Daerah

95

100

100

100

105,26

%

100%

12.

Indeks Keamanan
Informasi (KAMI)

525

100

525

585

100%

100,17
%

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika
dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2022 semua dapat tercapai bahkan ada beberapa

indikator kinerja yang capaiannya melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Terkait dengan

anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone
Tahun 2018-2022 dapat dilihat secara lebih rinci pada Tabel T-C. 24 berikut:




Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tabel T-C. 24

Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

1* (2018)

2* (2019)

3* (2020)

4%+ (2021)

5** (2022)

1* (2018)

2* (2019)

3* (2020)

4%+ (2021)

5** (2022)

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

4
(2021)

5
(2022)

Anggaran

(%)

Realisasi

(%)

0

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

@)

(8)

(9)

(10)

(m

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

913.960.200

775.885.800

560.508.480

n/a

n/a

907.684.303

771.619.430

557.998.565

n/a

n/a

99,31

99,45

99,55

n/a

n/a

-21,69

=21,59

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

697.750.000

292.075.000

1.204.170.000

n/a

n/a

690.880.986

289.637.015

352.766.308

n/a

n/a

99,01

99,17

29,30

n/a

n/a

31,37

-28,54

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

60.000.000

20.000.000

20.000.000

n/a

n/a

59.961.000

19.500.000

9.350.000

n/a

n/a

99,93

97,50

46,75

n/a

n/a

-42,26

-60,51)

Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan

62.852.000

60.000.000

65.000.000

n/a

n/a

62.836.900

59.434.900

64.812.535

n/a

n/a

99,97

99,06

99,71

n/a

n/a

1,69

1,56

Program
Penunjang
Pemerintahan
Umum

n/a

50.039.200

50.000.000

n/a

n/a

n/a

49.777.000

49.829.100

n/a

n/a

n/a

99,48

99,66

n/a

n/a

-0,08

0,10

Program
Pengemba
ngan Data/
Informasi/
Statistik
Daerah

15.085.000

230.000.000

83.365.200

n/a

n/a

313.848.819

227.239.000

83.171.600

n/a

n/a

99,60

98,80

9977,

n/a

n/a

-48,56

48,52




Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

1* (2018)

2* (2019)

3* (2020)

4%+ (2021)

5+ (2022)

1* (2018)

2* (2019)

3* (2020)

4** (2021)

5** (2022)

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

4
(2021)

5
(2022)

Realisasi

(%)

Anggaran

(%)

()

)

©)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

()

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17) (18)

Program
Pengemba
ngan
Komunikasi,
Informasi,
dan Media
Massa

524.293.800

1.628.050.000

1.406.921.100

n/a

n/a

522.720.911

1.616.890.996

1.406.847.696

n/a

n/a

99,70

99,31

99,99

n/a

n/a

63,81 64,05

Program
Fasilitasi
Peningkatan
SDM Bidang
Komunikasi
dan Informasi

n/a

44.000.000

24.330.000

n/a

n/a

n/a

43.290.000

24.326.000

n/a

n/a

n/a

98,39

99,98

n/a

n/a

-44,70 43,81

Program
Kerjasama
Informasi
dengan Mass
Media

1.076.059.000

124.950.000

914.338.000

n/a

n/a

1.066.933.581

124.828.000

910.735.573

n/a

n/a

99,15

99,90

99,61

n/a

n/a

7,82

Program
Pengembang
an dan
Implementasi
E_
Government

n/a

78.000.000

37.784.100

n/a

n/a

n/a

77.900.000

37.781.800

n/a

n/a

n/a

99,87

99,99

n/a

n/a

-51,56 51,50

Program
Peningkatan
Pelayanan
Keamanan
Informasi dan
Persandian

n/a

110.000.000

59.792.000

n/a

n/a

n/a

109.348.000

59.773.968

n/a

n/a

n/a

99,41

99,90

n/a

n/a

-4564 | -4534

Program
Pengolahan
Komunikasi
dan Informasi
Publik

n/a

145.000.000

184.521.290

n/a

n/a

n/a

144.801.000

184.085.640

n/a

n/a

n/a

99,86

99,76

n/a

n/a

27,26 2713




Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke-

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

Tahun ke-

Rata-rata
Pertumbuhan

1* (2018)

2* (2019)

3* (2020)

4%+ (2021)

5+ (2022)

1* (2018)

2* (2019) | 3* (2020) 4%+ (2021)

5+ (2022)

1
(2018)

2
(2019)

3
(2020)

4
(2021)

5
(2022)

Anggaran

(%)

Realisasi

(%)

()

)

(3)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10)

()

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

n/a

n/a

n/a

5.397.202.481

5.164.344.359

n/a

n/a n/a 5.206.854.805

5.017.216.227

n/a

n/a

n/a

96,47

97,15

-4,31

-3,64

Program
Informasi dan
Komunikasi
Publik

n/a

n/a

n/a

1.190.749.400

625.940.740

n/a

n/a n/a 1.130.668.340

599.311.954

n/a

n/a

n/a

94,95

95,75

-47,43

-46,99

Program
Aplikasi
Informatika

n/a

n/a

n/a

1.554.187.250

1.692.128.000

n/a

n/a n/a 1.514.992.810

1.691.733.500

n/a

n/a

n/a

97,48

99,98

8,88

11,67

Program
Penyelengga
raan Statistik
Sektoral

n/a

n/a

n/a

108.530.300

81.045.050

n/a

n/a n/a 102.323.900

77.587.850

n/a

n/a

n/a

94,28

95,73

-25,32

-2417

Program
Penyelengga
raan
Persandian
Untuk
Pengamanan
Informasi

n/a

n/a

n/a

97.002.100

45.785.550

n/a

n/a n/a 83.244.500

41.657.050

n/a

n/a

n/a

85,82

90,98

-52,80

-49,96

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2018-2022




Tahun ke-1 (2018) terdapat 7 program yang diampu oleh Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Bone. Pada tahun ke-2 dan tahun ke-3 (2019-2020) terdapat 12 program. Pada
tahun 2021 karena adanya perubahan nomenklatur yang menyebabkan adanya perubahan Renstra
sehingga Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang menyebabkan adanya perubahan
program yang diampu menjadi 5 program pada tahun 2022-2023.

Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah ditindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bone dengan memetakan kembali program yang diampu menjadi 5 program dengan 3 program
urusan bidang Komunikasi dan Informatika dan 1 program urusan Statistik, dan 1 program urusan
Persandian.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananPerangkat Daerah

Salah satu tantangan terbesar Dinas Komunukasi Informatika dan Persandian saat ini adalah
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE merupakan penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan
Manajemen SPBE agar penerapannya dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Peralihan tata kelola pemerintah menuju era digital berpotensi menimbulkan ancaman
keamanan sehingga perlu dilakukan upaya pengamanan aplikasi dan sistem elektronik. Inovasi-
inovasi baru juga bermunculan pada era digital, khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan komunikasi publik. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat
respon dan pelayanan, serta efisiensi sumberdaya. Pelaksanaan E-goverment juga harus didukung
dengan sistem pengamanan informasi, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Persandian.

Persandian dilaksanakan sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi, dan menjamin
orisinalitas berita atau dokumen pemerintah. Hal ini sangat penting dalam era serba teknologi
informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan bergantung atas dukungan penggunaan teknologi
informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning),
keuangan (e-udgetting), dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan,
hacking, dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang
berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh
pemerintah daerah menjadi sangat penting.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Diskominfo kurun waktu 3 tahun ke depan,
perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada guna mempertajam kebijakan
Diskominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran.

2.4.1. Tantangan

1. Tuntutan peningkatan kebutuhan pelayanan informasi publik yang cepat, tepatmurabh,
sederhana dan transparan;

2. Kurangnya pemahaman Badan Publik terhadap keterbukaan informasi publik;

3. Belum adanya penerapan data terintegrasi;

4. Masih lemahnya jejaring informasi khususnya dalam 